
BUPATI MAROS 

PROVINSISULAWESISELATAN 

PERATURAN BUPATI MAROS 

NOMOR: 2 I TAttUN 'l,O l<J 

TMTMIQ. 

ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI MAROS, 

Menimbang : a. bahwa setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, 
permukiman dan infrastruktur berpotensi dapat 
ff'l'eftimbulkan ga.,nggaan kea:fnanan, k-eselamatan, 

ketertiban dan kelancaran lalu lintas serta angkutan jalan, 
maka perlu dilakukan analisis dampak lalu lintas; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati 
tentang Analisis Dampak Lalu lintas. 

Mengingat 1 .  Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia.Tahun 1959 Nomor 
74, 'fambahan Lembaran Negara: R� Ifflitmesi-a Nffl'l'lt)f' 
182 ); 

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4444); 

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu 
Lintas dan . Angkutan · Jalan (Lembara:n Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran 
� R� mdEmesi-a Nome£ 5025}; 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1  tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011  Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara R:epttbHk Indonesia 5587}, Sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 
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Menetapkan: 

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 dan Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara R-epttblik Indonesia Nomm- 5679')·; 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 
86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4655); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2 0 1 1  tentang 
Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak serta 
Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011  Nomor 6 1 ,  Tambahan 
Lefflbaran Negara Repubiik Indonesia N•Offlffl' 522 l}; 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2 0 1 1  tentang 
Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011  Nomor 73, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan lembaran 
Negara Republik Indonesia NOffi'OF-6041}; 

10.Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 4 Tahun 2012 
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Maros 
Tahun 2012-2032 ; 

1 1 .  Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 7 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2016 Nomor 7). 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISIS DAMPAK LALU 
LINT AS. 

BABI 
KETEN-TUAN- UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1 .  Daemh adalah Kabttpaten Maros. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah. 

3 .  Bupati adalah Bupati Maros. 

4. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Maros. 
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Maros. 
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6. Analisis Dampak Lalu Lintas yang selanjutnya disebut Andalalin adalah 
serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak lalu lintas dari 
pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang 
hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil analisis dampak lalu 
linta:s. 

7. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan 
perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada 
pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan 
tanah dan/ atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan 
kabel. 

8. Bangkitan/Tarikan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah jumlah 
kendaraan masuk atau keluar rata-rata perhari atau selama jam puncak 
yang dibangkitkan atau ditarik oleh adanya rencana pembangunan pusat 
kegiatan, permukiman dan infrastruktu:r. 

9. Tim Evaluasi adalah tim yang menilai serta mengevaluasi dokumen hasil 
analisis dampak lalu lintas yang disampaikan oleh pengembang atau 
pembangun. 

10.  Pengembang atau Pembangun adalah orang, badan hukum, kelompok 
orang atau perkumpulan yang menurut hukum sah sebagai pemilik yang 
akan membangun atau mengembangkan pusat kegiatan, permukiman dan 
infrastruktur. 

B:ABH 

TUJUAN 
Pasal 2 

Andalalin bertujuan untuk: 
a. mengetahui pengaruh pembangunan pusat kegiatan, permukiman 

dan/ atau infrastruktur terhadap tingkat kebutuhan manajemen dan 
rekayasa lalu lintas; 

b. mengantisipasi dan mengevaluasi dampak yang ditimbulkan pembangunan 
ptt'Sat kegiatan, permukiman danfa:ta:tt infrast.niktu:r serta pengemha-ngan 
suatu kawasan terhadap kinerja jaringan jalan disekitarnya baik dari 
bangkitan dan tarikan bangunan tersebut; dan 

c. menentukan upaya-upaya yang perlu dilakukan untuk penanganan 
dampak yang ditimbulkan oleh pembangunan pusat kegiatan, permukiman 
dan/ atau infrastruktur demi tercapainya tujuan transportasi jalan yang 
aman, nyaman, selamat, tertib dan teratur. 

BAB III 

RUANG- LfNGKUP 

Pasal 3 

Ruang lingkup Andalalin meliputi: 
a. Jalan Kabtrpaterr; d'an/atau 

b. Jalan Desa. 
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BABIV 
ANDALALIN 

Pasal 4 

( 1) Setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan 
infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, 
ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan wajib dilakukan 
Andalalin. 

t2t Reneana pembangunan pusat kegiatan, pemtttkiman dan infrastruk-tttF 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  dapat berupa pembangunan baru 
atau pengembangan. 

B AB V  
PENERBITAN PERSETUJUAN ANDALALIN 

Bagian Kesatu 
Tim Evaluasi 

Pasal 5 

( 1 )  Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat ( 1 )  harus 
mendapatkan persetujuan Bupati. 

(2) Kewenangan penerbitan persetujuan Andalalin oleh Bupati sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1)  didelegasikan kepada Kepala Dinas Perhubungan. 

Pasal 6 

( 1) Dalam melaksanakan penerbitan persetujuan Andalalin sebagaimana 
fflfflaksttd daiam Pa-sai 5 rubentttk Tim Evaluasi. 

(2) Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  dibantu oleh Sekretaris 
Tim. 

(3) Tim Evaluasi dan Sekretaris Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

(4) Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri d ari :  
a. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Maros; 
b. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Maros; 
c. Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Kabupaten Maros; 
d. Kepala Bidang Pemubtmgan Darat Dmas· Pemttbttngan Kabupa-ten 

Maros; 
e. Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Perhubungan Dinas Perhubungan 

Kabupaten Maros; 
f. Kepala Seksi Rekayasa dan Manajemen lalu Lintas Bidang Perhubungan 

Darat Dinas Perhubungan Kabupaten Maros; 
g. Kepala Seksi Angktutan jalan dan perkeretaapian Bidang Perhubungan 

Darat Dinas Perhubungan Kabupaten Maros ;dan 
h. Kepala Seksi Terminal dan Parkir Bidang Perhubungan Darat Dinas 

Pemubtmgan Kabttpaten Mares·. 

(5) Susunan Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas: 
a. ketua; 
b. sekretaris; dan 



c. anggota. 

(6) Susunan Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari: 
a. ketua; dan 

b. anggota. 

flt K-etua Tim Evaluasi sebagaimana �sud pad& ayat {St oornf a berasal 
dari unsur Dinas Perhubungan dan merangkap sebagai anggota. 

Bagian Kedua 

Jenis Pusat Kegiatan 

Pasal 7 

( 1 )  Pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1 )  berupa 

bangunan untuk kegiatan antara l ain :  

a. kegiatan perdagangan; 

b. kegiatan perkantoran; 

c. kegiatan industri; 

d. fasilitas pendidikan meliputi: 

1 .  sekolah atau universitas; dan 
2. lembaga kursus·. 

e. fasilitas pelayanan umum meliputi : 

1 .  rumah sakit; 

2. klinik bersama; dan 

3. bank. 

f. stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU); 
g. hotel; 

h. gedung pertemuan; 

i. restoran; 

J. fasilitas- mah raga findoor at:au 1'ttt-dooft 

k. bengkel kendaraan bermotor; 

1. pencucian mobil; dan/ atau 

m. bangunan lainnya. 

(2) Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) berupa: 
a. perumahan dan permukiman; 

b. rumah susun dan apartemen; 

c. asrama atau rumah kos; 

d. ruko; dan/ atau 
-e, pennttkiman lainnya. 

(3) Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)  berupa: 

a. akses ke dan dari jalan tol; 

b. pelabuhan; 

c. bandar udara; 

d. terminal; 

e. stasiun kereta api; 

f. pool kendaraan; 
g. fasilitas parkir untuk umum; 

h. jalan }ayang fflyf,ve,j; 

i. lintas bawah (underpass); 

j. terowongan (tunneij; dan/atau 
k. infrastruktur lainnya. '-...) 



Bagian Ketiga 
Pelaksanaan Andalalin 

Pasal 8 

Dokumen Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1 )  merupakan 
salah satu persyaratan bagi pengembang atau pembangun untuk memperoleh: 
a. izin Mendirikan Bangunan; atau 

b. izin pembangunan bangunan gedung dengan fungsi khusus sesuai dengan 
ketentuan Peraturan Penmdang-undangan di bidang bangunan gedttng. 

Bagian Keempat 
Kriteria Ukuran Minimal Andalalin 

Pasal 9 

(1)  Kriteria rencana pembangunan pusat kegiatan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 7 ayat ( 1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf h yang wajib 
dilalrukan Andalalm dihitung berda'Sarimn ltta-s· la:ntai bangunan. 

(2) Kriteria rencana pembangunan fasilitas pendidikan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 7 ayat ( 1) huruf d yang wajib dilakukan Andalalin 
berdasarkan: 
a. jumlah siswa yang mampu ditampung atau diterima untuk dididik; 

a tau 
b. jumlah siswa yang mampu ditampung dalam satuan waktu tertentu. 

(3) Kriteria rencana pembangunan fasilitas pelayanan umum sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 7 ayat ( 1) huruf e yang wajib dilakukan Andalalin 
fflhltung bema:SMkan: 

a. jumlah tempat tidur, untuk rumah sakit; 
b. jumlah ruang praktek dokter, untuk klinik bersama; atau 
c. luas bangunan, untuk bank. 

(4) Kriteria rencana pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum 
(SPBU) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat ( 1) huruf f yang wajib 

dilakukan Andalalin dihitung berdasarkan jumlah dispenser. 
(5) Kriteria rencana pembangunan hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

7 ayat (1 )  huruf g yang wajib dilakukan Andalalin dihitung berdasarkan 
jumlah kamar, 

(6) Kriteria rencana pembangunan restoran sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 7 ayat ( 1) huruf i yang wajib dilakukan Andalalin dihitung 
berdasarkan jumlah tempat duduk. 

(7J Kriteria rencana pembangunan fasilitas olah raga (indoor atau outdoor} 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1 )  huruf j yang wajib 
dilakukan Andalalin dihitung berdasarkan kapasitas penonton dan/ atau 
luas lahan. 

(8) Kriteria rencana pembangunan bengkel kendaraan bermotor dan 
peneucian mobil 'Sebagaimana dimaksttd daJ:a:m Pa-sal 1 ayat t l} hufllf k 
dan 1 yang wajib dilakukan Andalalin dihitung berdasarkan luas lahan. 
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Pasal 10 

( 1) Kriteria rencana pembangunan perumahan dan permukiman, rumah 
susun, dan apartemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) 
huruf a dan hm-uf b yang wajib dilakttkan An-dalalin dihitung beroasarkan 
jumlah unit. 

(2) Kriteria rencana pembangunan asrama atau rumah kos sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c yang wajib dilakukan Andalalin 
dihitung berdasarkan jumlah kamar. 

(3) Kriteria rencana pembangunan ruko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
7 ayat (2) huruf d yang wajib dilakukan Andalalin dihitung berdasarkan 
luas lantai bangunan. 

Pa-sal i l 

( 1) Rencana pembangunan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
7 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan 
huruf k wajib dilakukan Andalalin. 

(2) Rencana pembangunan infrastruktur jalan layang (flyoveij, lintas bawah 
(underpass), dan/atau terowongan (tunneij sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 7 ayat {3) huruf h, huruf i, dan huruf j wajib dilakukan Andalalin 

apabilajalan layang (fl.yoveij dan/atau lintas bawah (underpass) dan/atau 
terowongan irumtel} met'Upakan jalan akses--darifk-e jalan eksisting. 

(3) Dalam hal rencana pembangunan infrastruktur jalan layang (flyover,, 

lintas bawah (underpass) dan/ atau terowongan (tunneij sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) menghubungkan jalan yang belum pernah ada, 
tidak wajib dilakukan Andalalin. 

Pasal 12 

Kriteria ukuran minimal rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, 
dan infrastruktur yang wajib dilakukan Andalalin sebagaimana dimaksud 
-daiam Pasal 9, Pasai 10 -dan Pasai 1 1  tereantum -dalam Lampiran yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 13 

( 1 )  

(2) 

(3) 

Rencana pengembangan pusat kegiatan dan permukiman sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) lebih besar 30o/o (tiga puluh persen) dari 
kondisi awal wajib dilakukan Andalalin. 
Rencana pengembangan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 4 ayat t2t lebih besar 50% ilima pultth persen} -dari fasilitas- utarna 
atau pokok wajib dilakukan Andalalin. 
Perubahan terhadap fungsi peruntukan bangunan dari fungsi awal wajib 

dilakukan Andalalin. 



BAB VI 

PENYUSUNAN ANDALALIN 

Bagian Kesatu 

Penyttsun Dok�:m.en Andalalin 

Pasal 14 

( 1) Kegiatan Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat ( 1) 

hasilnya dituangkan dalam bentuk Dokumen Basil Andalalin. 
(2) Dalam melakukan Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) ,  

pengembang atau pembangun menunjuk lembaga konsultan yang 

memiliki tenaga ahli yang memiliki serti:fikat kompetensi penyusun 

Andalalin. 

i3} Lembaga konsttltan sebagaimana: dimaksttd pada ayat t2t hams berbadan 

hukum. 

(4) Sertifikat kompetensi penyusun Andalalin sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat 

Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. 

Bagian Kedua 

Dokumen Andalalin 

Pasal 15 

Dokumen Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1 )  paling 
sedikit memuat : 

a. perencanaan dan metodologi Andalalin, meliputi : 

1 .  penjelasan rencana pembangunan baru atau pengembangan; 

2. -cakupan wilayah ka:jian berdasarkan reneaaa pembangunan a:ta:u 
pengembangan; 

3. perkiraan transportasi yang digunakan seperti bangkitan/tarikan lalu 
lintas, distribusi perjalanan, pemilihan moda, pembebanan, akses 

dan/ atau kebutuhan parki:r; 
4. penetapan tahun dasar yang dipakai sebagai dasar analisis; 

5. periode analisis paling sedikit 5 (Hrna) tahun; 
6 . kebutuhan pengumpulan data lalu lintas; 
7. karakteristik dan intensitas tata guna lahan eksisting maupun kondisi 

yang akan tla-tang; 

8 . penggunaan dan pemilihan model transportasi; dan 

9. metodologi penyusunan dokumen hasil Andalalin. 

b. analisis kondisi lalu lintas dan angkutan jalan saat ini, meliputi : 
1 .  kondisi prasarana jalan paling sedikit memuat geometrik jalan, 

perkerasan jalan, dimensi potongan melintang jalan, fungsi jalan, status 
jalan, kelas jalan, dan perlengkapan jalan; 

2.  kondisi lalu lintas eksisting paling sedikit memuat data historis volume 
lalu lintas, volume gerakan membelok, panjang antrian, kecepatan rata­ 
rata k-endaraan, wakttt perjala:nan, "Okupansi jalan, data penumpang 

angkutan umum, pejalan kaki dan pesepeda; dan \J 



3. kondisi angkutan jalan paling sedikit memuat jaringan trayek, faktor 

muat, jenis kendaraan dan waktu tinggi. 

c. analisis Bangkitan/Tarikan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan akibat 

pembangunan berdasarkan kaidah teknis transportasi dengan 

menggunakan faktm' trip rate yang ditetapkan seem-a nasio.nal; 

d. analisis distribusi perjalanan; 

e. analisis pemilihan moda; 

f. analisis pembebanan perjalanan; 

g. simulasi kinerja lalu lintas yang dilakukan terhadap Andalalin, meliputi : 

1 .  simulasi kinerja lalu lintas sebelum pembangunan; 

2. simulasi kinerja lalu lintas pada saat pembangunan; 

3. simulasi kinerja lalu lintas setelah pembangunan; dan 

4. simulasi kinerja lalu lintas dalam jangka waktu paling sedikit 5 (lima) 

tahu-n; 

. h. rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak, yang 

meliputi: 

1 .  peningkatan kapasitas ruas dan/ atau persimpangan jalan; 

2. penyediaan angkutan umum; 

3. manajemen dan rekayasa lalu lintas pada ruasjalan; 

4. manajemen kebutuhan lalu lintas; 

5. penyediaan fasilitas parkir berupa gedung parkir dan/ atau taman 

parkir; 

-6. penyediaan aleses keruar dan akses masuk untttk mang, k-endara:an 

pribadi dan kendaraan barang; 

7. penyediaan fasilitas bongkar muat barang; 

8. penataan sirkulasi lalu lintas di dalam kawasan; 

9. penyediaan fasilitas pejalan kaki dan berkemampuan khusus; 

10. penyediaan fasilitas perlengkapanjalan di dalam kawasan; 

1 1 .  penyediaan sistem informasi lalu lintas; 

12 .  penyediaan fasilitas tempat menaikan dan menurunkan penumpang 

untuk angkutan umum di dalam kawasan; 

3: 3. penyediaan fasilitas penyebera:ngan; -dan/atau 

14 .  penyediaan fasilitas keamanan lalu lintas. 

i. rincian tanggung jawab Pemerintah Daerah dan pengembang atau 

pembangun dalam penanganan dampak berupa kegiatan sebagaimana 
dimaksud pada huruf h. 

j .  rencana pemantauan dan evaluasi yang memuat : 
1 .  pemantauan oleh Pemerintah Daerah, meliputi: 

a) pemantauan terhadap implementasi dari rekomendasi penanganan 
dampak; dan 

b), pemantattan terhadap kinerj-a ntas- jaian -di sekitaF wilayah 
pembangunan atau pengembangan termasuk akses masuk dan 
keluar kendaraan di lokasi pusat kegiatan, permukiman, dan 
infrastruktur. 

2. pemantauan oleh Pengembang atau Pembangun, meliputi: 
a) pemantauan dan evaluasi terhadap akses dan sirkulasi lalu lintas 

kendaraan di dalam lokasi pusat kegiatan, permukiman, dan 
infrastruktur; 



b) pemantauan terhadap fasilitas parkir; dan 

c) pemantauan terhadap rambu, marka, dan fasilitas perlengkapan 

jalan lainnya di dalam lokasi pusat kegiatan, permukiman, dan 
infrastruktur. 

k. gambarn:n ttmttm l'Okasi yang akan -dibangun atatt -dttrembangkan, 

meliputi: 

1 .  kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah; 

2. peta lokasi yang memuat ten tang jenis bangunan, rencana 

pembangunan baru atau pengembangan; 
3. kondisi fisik sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan di 

sekitar lokasi rencana pembangunan baru atau pengembangan; 

4. kondisi sosial ekonomi di sekitar lokasi rencana pembangunan baru 

atau pengembangan; dan 

5. kontttsi ialtt Hntas· -dan pelayanan angktttan jaian yang ada -di seki-ta:F 

lokasi rencana pembangunan baru atau pengembangan. 

BAB VII 

PENGAJUAN PERMOHONAN DOKUMEN ANDALALIN 

Pasal 1 6 ,  

Untuk memperoleh persetujuan Dokumen Andalalin sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 4 ayat ( 1), pengembang atau pembangun harus mengajukan 

permohonan andalalin secara tertulis kepada Kepala Dinas Perhubungan 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini dengan melampirkan sebagai berikut: 

a. foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP); 

b. foto kopi akta pendirian perusahaan yang telah mendapatkan pengesahan 

-dari Pejabat � benvenang, apabtta pengemba:ng a-tau pembaflgun adalah 

badan; 

c. foto kopi sertifikat kepemilikan lahan/tanah; 

d. gambar rencana/denah bangunan pusat kegiatan, permukiman dan 

infrastruktur dengan skala paling kecil 1 : 500; 
e. foto kopi surat penunjukan lembaga konsultan yang memiliki tenaga ahli 

bersertifikat yang memuat antara lain daftar nama tenaga ahli berikut 

uraian tugas dan tanggung jawabnya dari tiap-tiap tenaga ahli; dan 

f. surat penugasan tenaga ahli dari lembaga konsultan untuk melaksanakan 

penyasunan Doku'ffleft Hasil AndalaMn. 

BAB VIII 

PENILAIAN DOKUMEN ANDALALIN 

Pasal 17 

(1 )  Dalam rangka mengajukan permohonan penilaian dokumen andalalin, 
pengembang atau pembangun menyusun Dokumen Andalalin. 

(2) Permohonan penilaian dokumen Andalalin sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1 )  diajukan kepada Kepala Dinas Perhubungan. \) 



(3) Format permohonan penilaian dokumen Andalalin sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 18 

Penilaian Dokumen Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat ( 1 )  
dilakukan oleh Tim Evaluasi yang dibentuk oleh Bupati sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4). 

Pasal 19 

Berita Acara Penilaian Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, 
Kriteria Ukuran Minimal Analis Dampak Lingkungan dan Rekomendasi 
Pengajuan Andalalin sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 20 

(1)  Hasil penilaian Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 8  
disampaikan kepada Kepala Dinas. 

(2) Dalam hal hasil penilaian Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat 
( 1 )  menyatakan Dokumen Andalalin belum memenuhi persyaratan, Tim 
Evaluasi mengembalikan Dokumen Analisis kepada pengembang atau 
pembangun untuk disempurnakan, 

(3) Dalam hal hasil penilaian Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat 
i l} menyatakan Dokumen :Andaialin -te4a:h memenuhi perayaratan, 'fim 

Evaluasi meminta kepada Pengembang atau Pembangun untuk membuat 
dan menandatangani surat pemyataan kesanggupan melaksanakan 
semua kewajiban yang tercantum dalam Dokumen Andalalin, dan 
selanjutnya Kepala Dinas mengeluarkan Surat Persetujuan Dokumen 
Andalalin. 

Pasal 2 1  

(  1) Surat pemyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 
-ayat {3}· ha.ru:s ditandatangani pemilik, dk-ektur -at-au pjmpman d.ari 

pengembang atau pembangun. 
(2) Surat pemyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1 )  merupakan bagian 

yang tidak terpisahkan dari Dokumen Andalalin. 
(3) Surat pemyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  

menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

(4) Kewajiban yang tertuang dalam Surat pemyataan kesanggupan 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) harus terpenuhi sebelum dan selama 
pasat kegia-tan, permukiman ,dan mfmstniktttF "flieperasikan. 

BAB IX 

JANG KA W AKTU 

Pasal 22 

Dokumen Andalalin yang telah disetujui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
20 ayat (3), berlaku selama bangunan tidak mengalami perubahan fungsi dan 

\) 



peningkatan aktivitas yang dapat mengganggu sistem lalu lintas yang berlaku 
di kawasan bangunan. 

BABX 
TINDAK LANJUT HASIL ANDALALIN 

Pasal 23 

( 1 )  Pengembang atau pembangun wajib melaksanakan semua kewajiban yang 

tercantum dalam dokumen Andalalin yang tertuang dalam surat 

pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21  ayat (4). 

(2) Pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban Andalalih dilakukan oleh 

Bupati. 

(3) Dalam melakukan pengawas pelaksanaan persetujuan Andalalin, Bupati 

membentuk Tim Pengawas Pelaksanaan Persetujuan Andalalin dengan 

Keputusan B11pati 

(4) Tim Pengawas Pelaksanaan Persetujuan Andalalin terdiri atas: 

a. Ketua, paling rendah pejabat setingkat Eselon IV (pejabat pengawas) 

atau yang setara; dan 

b. Anggota, paling sedikit 2 (dua) orang. 

Pasal 24 

Tim Pengawas Pelaksanaan Persetujuan Andalalin sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 23 ayat (3) melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan 

persetujuan Andalalin yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pengawasan 

Persetujuan Andala.lin sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

BAB XI 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 25 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maros. 

D. etapkan di Maros 
da tanggal, 1 8  fu:>J'Uqr,' 'U>I '/ 

:ATI MAROS, 

Ir. H. �TTA RAHMAN,MM 

/ 

Drs. H. BAHARUDDIN, MM,.PI:A 

Pangkat: Pembina Uta.ma Muda 

Nip. : 19590715 198212 1 002 

BBRITA DABRM1 KABUPATBW MAROS TAHUB 39-19' IIOMOR �I. 

\.-"' 



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MAROS 
NO MOR : '2.1 TAtftlN 2-CI '1 

TANGGAL I ?,  °fd,n.t<W'• U>l9 

TENT ANG ANALISIS DAMPAK LALU 

UHTAS 

KRITERIA UKURAN MINIMAL ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS 

No Jenis Rencana Pembangunan Ukuran Minimal 
1 .  Pusat Kegiatan 

a. Kegiatan Perdagangan 

- Pusat Perbelanjaan/ritail 5002 luas lantai 
bangunan 

b. Kegiatan Perkantoran 1002 luas lantai 
bangunan 

c. Kegiatan lndustri 

- m.,dustri dan peFgudangan -t. 2500· m2.1u&s lantai bagunan · .  

d. Fasilitas Pendidikan 

- Sekolah/ Universitas 500 siswa 

- Lembaga Kursus Bangunan dengan 50 siswa/ 

' ·  
waktu 

, ,  

e. Fasilitas Pelayanan Umum 

- Rumah sakit 50 tempat tidur 

- Klinik bersama 10 ruang praktek dokter 

- Bank 500 m? luas lantai bangunan 
. f. Stasiun Pengisian Bahan 1 dispenser 

BakarUmum 
g. Hotel 50 kamar 

· h. Gedung Pertemuan 500 m2 luas lantai bangunan 
' ,  · ·i Resta:uran ' ·  lOO tempat dudttk 

j. Fasilitas Olahraga (indoor Kapasitas penonton 100 

atau Outdoor) orang dan/ atau luas 10000 
m2 

' ,  
k. Bengkel kendaraan bermotor 2000 m2 luas lantai 

bangunan 

1. Pencucian mobil 2000 rn? luas lantai 

bangunan 

2. Pemukiman 
' ·  

a. Perumahan dan Pemukiman 

- Perumahan Sederhana 150 unit 

- Perumahan Menengah-atas 50 unit 

+b, Runmh Susun dan Apm temen · · 

- Rumah susun sederhana 100 unit 

-Apartemen 50 unit 

\J 



c. Asrarna 50 karnar 

d. Ruko Luas lantai keseluruhan 

2000 m2 

3. ·  ·  Infrastruktur 

a. Akses ke dan dari jalan tol Wajib 

b.Pelabuhan Wajib 

c. Bandar udara Wajib 

· · -d. Tffminal , ,  Wajfu 

e. Stasiun kereta api Wajib 

f. Pool kendaraan Wajib 

.. ,g. Fasilitas perir untuk umum W�jib 

h. Jalan Layang (flyover) Wajib 

i. Lintas bawah (underpass) Wajib 

j. Terowongan (tunnel) Wajib 

4. Bangunan/ Pemukiman/ Infrastruktur lain : 

Wajib dilakukan studi analisis darnpak lalu lintas apabila 

tern ya ta diperhitungkan telah menimbulkan 75 perjalanan 

(kendaraan) baru pada jam padat dan atau menimbulkan rata- 

· rata 500 perjalanan ikemia.Ta-an} bani -setiap harinya pada ja:la-n · · 

yang dipengaruhi oleh adanya bangunan atau pemukiman atau 

infrastruktur yang dibangun atau dikembangkan. 

Catatan : angka pada kolom diatas adalah angka kumulatif. 



FORMAT PERMOHONAN PENGAJUAN ANDALALIN 
Nomor 

Kepada 
Yth.Kepala Dinas Perhubungan 

Kabupaten Maros 
di- 
MAROS 

Dengan hormat, 
kami yang bertanda tangan dibawah ini : 
Nama . 
Jabatan . 
Alamat . 
No. Tlp . 
Mengajukan permohonan untuk mendapatkan persetujuan Dokumen 

ANDALALJN atas pembangunan yang berlokasi di : 
Jalan . 
Kelurahan 
Kecamatan . 
Status Tanah : Hak Milik / HGB / HP, Nomor: Luas: m2 

Luas Bangunan -: . 
Penggunaan : . 

Sebagai bahan Pertimbangan kami lampirkan: 
1 .  foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP); 
2. foto kopi akta pendirian perusahaan yang telah mendapatkan 

pengesahan -dari Pejabat yang be1 wenang, apabita pengembang atau 

pembangun adalah badan; 
3. foto kopi sertifikat kepemilikan lahan/tanah; 
4. gambar rencana/denah bangunan pusat kegiatan, permukiman dan 

infrastruktur dengan skala paling kecil 1 : 500; 
5. feto kepi surat penunj-ukan lembaga k-onsultan yang mefllfflki renaga 

ahli bersertifikat yang memuat antara lain daftar nama tenaga ahli 
berikut uraian tugas dan tanggung jawabnya dari tiap-tiap tenaga 
ahli;dan 

6. surat penugasan tenaga ahli dari lembaga konsultan untuk 
melaksanaken penyusunan Dokumen Hasil A�. 

Demikian surat permohonan kami dan atas perhatiannya kami ucapkan 
terima kasih. 

Hormat Kami, 

Pemohon 

\) 



FORMAT PERMOHONAN PENILAIAN ANDALALIN 

Nomor: . 

Kepada 

Yth. Kepala Dinas Perhubungan 

Kabupaten Maros 

di. 

MAR OS 

Dengan hormat, 

Dengan ini, kami sampaikan bahwa Studi ANDALALIN Pembangunan 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  yang berada di jalan 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Kelurahan Kecamatan . 
. . . . . . . . . . . . . . .  Kabupaten Maros telah selesai kami susun dan 

selanjutnya mohon untuk dinilai guna mendapatkan Persetujuan Dokumen 
Rasil ANDALALIN dari Bapak Bupati Maros. 

Sebagai bahan Penilaian kami Lampirkan Dokumen Hasil ANDALALIN 
sebanyak ; 7 (tujuh) buku. 

Demikian surat permohonan ini kami buat, atas perhatiannya di 
ucapkan terima kasih. 

Maros, 
Horrnat Kami, 

Perno hon 



SERITA ACARA 

PENILAIAN DOKUMEN BASIL ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS 
(ANDALALIN) 

Nom.or: •••.......•••.....  

Pada hc\.Ii ini , 1:c\.ll�ru , l>lllc\.ll ,t�lln plllctil , 
kami 

masing-masing : 

1 .  Tim Evaluasi Dokumen Hasil Analisis Dampak 
Lalu Lin tas yang terdiri dari : 
a. Kepala Dinas Pekerjaan Umum clan Penataan ruang Kabupan Maros; 
1:>. Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Kabupaten Maros; 

Kepala Bidang Perhubungan Darat Dinas Perhubungan Kabupaten 
Maros; 

c. Kepaia Bidang·sarana dan Prasarana Perhubungan Dinas Perhubungan 
Kabupaten Maros; 

cl. Kepala Seksi Rekayasa clan Manajemen lalu Lintas Bidang Perhubungan 
Darat Dinas Perhubungan Kabupaten Maros; 

e. Kepala Seksi Angktutan jalan clan perkeretaapian Bidang Perhubungan 
Darat Dinas Perltubungan Kabupaten Maros ;clan 

f. Kepala Seksi Terminal dan Parkir Bidang Perhubungan Darat Dinas 
Perhubungan Kabupaten Maros. 

selanjutnya disebut Pihak Pertama (daftar hadir terlampir) . 

. 2,. Pihak Pengembang .atau Pembangun, - - - -.-.-.-.- -.-.-.-.-.- - . � - - - - - - . - . - - - - -  �.,. 
selanjutnya disebut Pihak Kedua. 

3 . Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah melaksanakan acara Pembahasan 
Dokumen Hasil Analsis Dampak Lalu Lintas 
Peml>angllnan/Pengeml>angan 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Yang terletak di .Jalan , Desa , 
Kecamatan , Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan. 
Pertemuan dilaksanakan di -Jalan , Kabupaten 
Maros dengan hasil sebagai berikut : 

a . 

1:> • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  dst 

Demikian Berita Acara mi dibuat dengan sesungguhnya agar dapat 
dipergunakan sebagaimana mestinnya. 

Maros, 

Pihak Kedua 

Pengembang/ Pembangu: n 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Pihak Pertama 

J abatan 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . .  

Llnstansi 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

\.) 



BERITA ACARA HASIL PENGAWASAN 

Nomor: 

Pada hari ini, tanggal bulan tahun , dengan 
mengambil tern pat di Ruang , , · telah diadakan 
peninjauan lapangan persetujuan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas. 

Tim Pengawas dipimpin oleh : 

Anggota Tim Pengawas 1 .  

2. 

3. 

Pengembang/Pembangun: 1 .  

2. 

Adapun hasil Peninjauan Lapangan Persetujuan Hasil Analisis Dampak 
Lalu Lintas adalah sebagai berikut: 

1 .  Kewajiban pengembang/ pembangun yang telah dilaksanakan yaitu : 

.. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

· · · · · · · · · . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  

2� K.ewajiban pengembang/pembangun yang belum dilaksanakan y.aitu .: 

. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

•  •.•.•.•.•. ' " .• . .  •  .•. -·- .• _ •.•.•.•.•. ,•.•- · - · · -  -  · · · - · · ·  -·-·- · · · • · • · • ·  -·-·- .•. -·-·-·- -·· .•.•-·-·-·- -··· •.• ·-·-·-·-···· -·-· •.•.•.•-·-·-·-·-·················-·-· ·-· •.• ·---•-•.•.+.+ _ 

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  
. .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  

. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  

· · · · · · · · · · · · · · . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  



Demikian Betita Acara ini dibuat untuk dipergunakan lebih lanjut. 

NO NAMA TANDA TANGAN 

1 .  Ketua Tim Pengawas 
, . { ). 

2. Pengembang/ 

.·. Pembangun 
( ) 

3. 

-r.  ·( • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  t  

(  )  

f  ), 

( .) 



KOP PERUSAHAAN/INSTANSI 

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN 

Nomor: . 

Saya yang bertandatangan di bawah ini, 

Nama 

Jabatan 

Alamat 

Dalam hal ini bertihdak untuk dan atas nama (nama pengembang 

atau pembangun: Pemerlntah/ BUMN/ Lembaga/ Swastaf Perorangan), 

bahwa berdasarkan Berita Acara Pembahasan Dokumen Hasil Analisis 

Dampak Lall Lintas, Nomor: . . . . .  tanggal . . . . .  bulan . . . . .  tahun . . . .  

.  rentang K�atan . . . . .  ,  �  ini menyatakaft kesangguapan Ufttuk 

melaksanakan semua kewajiban, yaitu : 

1 . 

··2 . 

3 . 

4. Dst 

Demikian Surat Pemyataan Kesanggupan dibuat dengan sesungguhnya dan 

dengan penuh rasa tanggung jawab dan apabila dikemudian hari tidak 

mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan, kami bersedia untuk dikenakan 

sanksi dengan ketentua:n dan penrtun:m penmdangan yang bedaku. 

Maros, . 

Pengembang/ Pembangun 

Tanda tangan 

Stempel perusahaan/ instansi 

Materai Rp. 6.000 

(nama lengkap) 

P A R  A F  

Sekda 

Ka bid I Sekrataris f. : 

Kepala liadan I Dinas 

( \ 

1. '0 


